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Abstract. This study focuses on the implementation of the Indonesia Smart Program (Program Indonesia Pintar or PIP) at
SDN Damarsi, Sidoarjo Regency, aiming to understand how the program is carried out and to identify the various
factors influencing its success. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through direct
observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and
included the Principal, PIP Supporting Teachers, PIP Operator, and parents of student beneficiaries. The data
analysis process involved stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. This research
refers to Edward III’s (1980) public policy implementation theory, which suggests that policy success is strongly
influenced by the quality of communication, adequacy of resources, implementers’ attitudes, and a supportive
bureaucratic structure. The findings show that communication in the implementation of PIP at SDN Damarsi has been
carried out but some parents do not understand the procedure for disbursing assistance. Resources in the
implementation of PIP at SDN Damarsi have been sufficient in terms of implementing personnel and administrative
facilities. Disposition shows challenges in the selection of aid recipients because some eligible students are not
accommodated so that better evaluation and coordination are needed. The bureaucratic structure implemented has
shown a clear system in program implementation.
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Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo,
dengan tujuan untuk memahami program tersebut dijalankan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang
memengaruhi keberhasilannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data
yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara
purposive sampling, mencakup Kepala Sekolah, Guru Pendamping PIP, Operator PIP, serta orang tua siswa
penerima bantuan. Proses analisis data mencakup tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik dari Edward Ill (1980), yang
memandang bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya,
sikap pelaksana, dan tatanan birokrasi yang mendukung. Hasil temuan menunjukkan bahwa komunikasi dalam
implementasi PIP di SDN Damarsi telah dilakukan tetapi sebagian wali murid belum memahami prosedur pencairan
bantuan. Sumber daya dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah mencukupi dari segi tenaga pelaksana dan
fasilitas administrasi. Disposisi menunjukkan tantangan dalam seleksi penerima bantuan karena beberapa siswa yang
memenubhi syarat tidak terakomodasi sehingga diperlukan evaluasi dan koordinasi yang lebih baik. Struktur birokrasi
yang diterapkan telah menunjukkan adanya sistem yang jelas dalam pelaksanaan program
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|. PENDAHULUAN

Hak memperoleh pendidikan dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan dijamin oleh negara. Pernyataan ini
memperjelas bahwa semua orang berhak memperoleh kesempatan belajar yang bermutu sesuai dengan potensi dan
minatnya, tanpa dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, agama, gender, suku maupun etnis. Tujuan pendidikan nasional
Indonesia telah ditetapkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dimana disebutkan upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Konstitusi tersebut tetap menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pada Pasal 1,
lebih lanjut dinyatakan bahwa Hak untuk memperoleh pendidikan dijamin bagi setiap warga negara berdasarkan
ketentuan hukum [1]. Faktor yang menghambat pendidikan di Indonesia adalah ketidakmerataan dalam akses
pendidikan yang menyebabkan angka putus sekolah meningkat. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di
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Indonesia, diperlukan langkah-langkah seperti memperluas akses yang merata, menambah alokasi dana pendidikan,
menekan jumlah siswa putus sekolah, serta mengatasi permasalahan kemiskinan [2], berkomitmen memperluas akses
pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Agar program ini lebih
efektif dan tepat sasaran, kebijakan yang mengaturnya terus disesuaikan sejalan dengan komitmen memperkuat
pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia [3].

Sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang menengah ke bawah, Pemerintah
menghadirkan Program Indonesia Pintar (PIP) guna meringankan beban biaya pendidikan. Kebijakan ini menyediakan
subsidi uang untuk biaya pendidikan yang diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar [4]. Program Indonesia Pintar
(PIP) sangat membantu siswa dari latar belakang ekonomi lemah, dengan tujuan utama untuk membantu pembiayaan
pendidikan karena siswa seringkali menghadapi risiko tinggi untuk putus sekolah akibat masalah finansial banyak
siswa dari keluarga miskin terpaksa tidak melanjutkan pendikan dan terpaksa bekerja demi mendukung perekonomian
mereka [5]. Anak-anak berusia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemegang Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan anak yatim piatu menjadi prioritas utama
dalam pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020. Program ini juga mencakup anak-anak yang memenuhi
kriteria tertentu untuk menerima manfaat PIP [6]. Bantuan pendidikan dari pemerintah diberikan kepada siswa
pemegang KIP di berbagai tingkat pendidikan. Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan siswa di Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Setiap tahunnya, siswa SD menerima Rp
450.000, siswa SMP mendapat Rp 750.000, dan siswa SMA atau SMK memperoleh Rp 1.000.000. Para siswa
diharapkan dapat mempergunakan bantuan ini secara optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, misalnya
biaya akomodasi, perlengkapan belajar, dan uang saku [7]. Kendati demikian, meskipun program dilaksanakan
memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan. Kendala yang dihadapi antara lain adalah
ketidaksingkronan data antara data pokok pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
kesalahan penginputan data oleh operator, serta tidak terpenuhinya persyaratan penerima bantuan. Hal ini
menyebabkan beberapa siswa yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak menerima dukungan yang mereka
perlukan. diharapkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat semakin optimal sehingga lebih banyak anak-anak
dari keluarga kurang mampu dapat merasakan manfaatnya. Berbagai daerah di Indonesia telah menjalankan Program
Indonesia Pintar (PIP) di sekolah, termasuk SD Negeri Damarsi, Kabupaten Sidoarjo.

SD Negeri Damarsi yang terletak di Jalan Ir. H Juanda, Desa Damarsi, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur
merupakan lembaga pendidikan yang berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua siswanya.
Di sekolah ini ada beberapa siswa telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk dukungan
dalam menanggung biaya pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan. Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri
Damarsi dilaksanakan secara teknis dengan melibatkan pemerintah daerah, bank penyalur dana serta lembaga
Pendidikan. Dana PIP dapat dicairkan atau diterima oleh peserta didik atau perwakilan melalui rekening bank atau
lembaga keuangan yang ditunjuk. Selanjutnya, untuk penerimaan dana bantuan di SD Negeri Damarsi Kabupaten
Sidoarjo diberikan secara individual oleh siswa atau wali murid dengan memenuhi persyaratan dokumen pendukung.
Dokumen yang harus dibawa meliputi kartu identitas seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) serta buku tabungan yang
telah didaftarkan. Langkah ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi siswa atau keluarganya dalam
mengakses dana bantuan secara langsung di bank atau lembaga penyalur yang telah ditunjuk. Namun, banyak siswa
sebenarnya memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan ini tetapi tidak semua dari mereka berhasil terdaftar
sebagai penerima dan terdapat penerima bantuan PIP yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Situasi ini
menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan siswa dan wali muid terutama bagi mereka yang
mengandalkan dana tersebut untuk pembelian buku, alat tulis, serta biaya transportasi termasuk dalam kebutuhan
pendidikan sehari-hari.

Data yang diperoleh dari SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 51 siswa menerima
bantuan PIP. Namun, pada tahun 2022, jumlah penerima mengalami penurunan signifikan menjadi 22 siswa.
Penurunan berlanjut pada tahun 2023, di mana hanya 18 siswa yang tercatat sebagai penerima bantuan. Berdasarkan
data yang telah dihimpun, penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi mengalami penurunan jumlah
dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah penerima bantuan PIP di SD Negeri Damarsi disebabkan oleh beberapa faktor
seperti perubahan dalam kriteria seleksi penerima bantuan yang lebih ketat, di mana bantuan hanya diberikan kepada
peserta didik yang memenuhi persyaratan lebih selektif, penurunan jumlah siswa yang memenuhi kriteria, atau
perubahan dalam alokasi dana yang tersedia. Meskipun ada penurunan jumlah penerima bantuan PIP di SD Negeri
Damarsi, program tetap memberikan dampak positif bagi siswa yang terpilih dalam membantu mereka membiayai
kebutuhan sekolah dan meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi siswa yang membutuhkan bantuan finansial.
Fasilitas yang diberikan kepada siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi memungkinkan para siswa untuk
tetap melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya, Program Indonesia Pintar (PIP) membuktikan pentingnya
perannya dalam mendukung akses pendidikan yang merata. Melalui bantuan, siswa yang sebelumnya mengalami
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kesulitan untuk membayar biaya pendidikan dapat tetap melanjutkan sekolah dan mendapatkan kesempatan yang
setara dengan teman-teman mereka. Sehingga manfaat yang diberikan tetap besar dalam membantu menciptakan
pemerataan di dunia pendidikan.

Pada penelitian terdahulu yang pertama yaitu dilakukan oleh Baihaqi (2023) dengan judul “Implementasi Program
Indonesia Pintar (PIP) di MTsN 3 HSU Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) masih menghadapi bamyak tantangan, misalnya
hambatan utama terdapat pada aspek komunikasi, di mana penyampaian informasi kepada orang tua siswa belum
berjalan secara efektif. Akibatnya, banyak yang belum memahami tujuan dan mekanisme program secara menyeluruh.
Selain komunikasi, kejelasan informasi juga perlu ditingkatkan agar semua pihak yang terlibat dapat lebih memahami
setiap prosedur yang berlaku. Sementara itu, dari sisi konsistensi pelaksanaan, program sudah menunjukkan
perkembangan yang cukup baik. Pada aspek sumber daya, keterbatasan tenaga ahli menjadi faktor penghambat.
Minimnya staf yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar berdampak pada
efektivitas implementasi di lapangan. Pengembangan kualitas SDM merupakan aspek krusial untuk memastikan
program berjalan lebih optimal [8].

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Harun (2021) dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar
Pada Smpn 3 Banjarbaru Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan
Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMPN 3 Banjarbaru telah berjalan dengan
efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebanyak 228 siswa di sekolah ini menerima manfaat dari program
tersebut. Namun, terdapat sejumlah masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat lagi karena peningkatan
pendapatan orang tua atau wali siswa tersebut. Proses yang dilakukan mulai dari rekapitulasi data, verifikasi, hingga
input data penerima KIP ke Dapodik, hingga pencairan dan penggunaan dana KIP oleh siswa sudah dilaksanakan
dengan baik. Meskipun demikian, masih ada sejumlah penerima KIP dan wali siswa yang belum sepenuhnya
memahami cara penggunaan dana KIP, yang terkadang digunakan untuk keperluan di luar konteks pendidikan dan
sekolah [9].

Ketiga, pada penelitian yang dilakukan oleh Anggleni (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Program
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya
Kcamatan Kemuning Kota Palembang”. Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Sekip
Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, belum menunjukkan hasil yang maksimal, sebagaimana terindikasi
dari beberapa penerima bantuan yang belum terdaftar. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan hanya terbatas pada
kelompok penerima KKS, sehingga masih banyak yang kurang memahami program ini. Pendataan yang digunakan
pemerintah, yang mengacu pada data Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dari Badan Pusat Statistik (BPS), juga menjadi
faktor kendala. Data tersebut tidak mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang ada saat ini di lapangan, sehingga
program ini kurang efektif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, perlu
ada langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, serta melakukan validasi dan pembaruan
data agar dapat mengurangi potensi ketidakpuasan sosial di kalangan warga [10].

Berdasarkan hasil observasi di lapangan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri
Damarsi, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu mendapat
perhatian. Pertama, Pendistribusian PIP kurang merata. Banyak siswa yang memenuhi syarat agar bisa menerima
bantuan, namun namanya tidak tercantum sebagai penerima resmi sementara siswa yang tidak memenuhi kriteria
ekonomi justru menerima bantuan tersebut. Hal ini menyebabkan distribusi yang tidak adil dan mengurangi
keuntungan program yang seharusnya diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkannya. Kedua, kurangnya
sosialisasi mengenai tujuan dan prosedur program ini menyebabkan minimnya pemahaman dikalangan orang tua dan
siswa penerima bantuan. Ketiga, pengawasan terhadap siswa yang menerima bantuan PIP juga masih sangat minim,
yang menambah tantangan dalam implementasinya. Bantuan tidak dapat dipastikan sampai ke siswa yang
membutuhkannya jika tidak ada pengawasan yang memadai dari pihak terkait.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri Damarsi, Kecamatan
Buduran Kabupaten Sidoarjo penulis menggunakan indikator keberhasilan menurut teori implementasi kebijakan
Edward I11 (1980) yang meliputi: Pertama, komunikasi berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada
kelompok sasaran serta memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik. Dengan komunikasi yang efektif, pesan
dapat diketahui dan dipahami secara menyeluruh oleh semua pihak terkait, sehingga mencegah terjadinya
kesalahpahaman yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan. Kedua, mencakup peninjauan terhadap
sumber daya yang tersedia dan berasal dari segi SDM, keuangan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Ketiga,
keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh disposisi, yakni kesungguhan para pembuat kebijakan dalam
mengimplementasikannya secara konsisten. Sikap dan komitmen pelaksana menjadi elemen kunci dalam memastikan
kebijakan agar terlaksana sesuai dengan sasaran yang sudah dirancang. Keempat, pada struktur birokrasi terdapat dua
komponen utama, salah satunya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), yang berkontribusi dalam keberhasilan
penerapan kebijakan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program
Indonesia pintar di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti
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mengangkat judul mengenai Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SD Negeri Damarsi Kabupaten
Sidoarjo.

Il. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif untuk memahami secara
mendalam situasi alami objek penelitian. Sehingga, penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan
implementasi kebijakan program Indonesia Pintar di SD Negeri Damarsi. Lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri
Damarsi yang terletak di Jalan Ir. H Juanda, Desa Damarsi, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Data yang
diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Dalam proses penelitian, pengumpulan data
menjadi langkah penting untuk memastikan hasil yang diperoleh bersifat sistematis dan akurat. Beberapa metode yang
dapat diterapkan dalam pengumpulan data antara lain: (a) observasi, yakni melakukan pengamatan langsung terhadap
objek atau subjek yang diteliti dengan mencatat berbagai aspek yang relevan. (b) wawancara, yaitu interaksi langsung
dengan responden untuk menggali informasi yang lebih rinci melalui tanya jawab. (c) dokumentasi, yang berfungsi
sebagai referensi tambahan guna meningkatkan validitas data dengan merujuk pada dokumen atau catatan yang telah
tersedia [11]. Penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling dalam menentukan informan, di mana sampel
dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki relevansi dan
nilai yang maksimal bagi penelitian. Penelitian ini melibatkan empat informan utama, yaitu Kepala Sekolah, Guru
Pendamping PIP, Operator PIP, serta orang tua atau siswa penerima bantuan PIP. Dalam penelitian ini, digunakan
teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman (1994:12), yang mencakup empat langkah utama:
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti
untuk melakukan analisis secara terstruktur dan mendalam terhadap objek kajian [12].

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan pemerintah sejak 2015 untuk mendukung wajib belajar 12 tahun
menggantikan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) [13]. Di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, penerima Program
Indonesia Pintar (PIP) adalah siswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan dalam hal biaya pendidikan.
Diharapkan, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), kehidupan mereka dapat meningkat, terutama dengan bantuan
untuk membeli peralatan sekolah dan mencukupi kebutuhan uang saku. Setiap tahun, mereka menerima dana bantuan
sebesar Rp 450.000, yang dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan biaya transportasi [14]. Program
ini bertujuan memastikan semua siswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Penelitian ini
menggunakan teori George Edward 111 (1980) dengan empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi,
dan Struktur Birokrasi. Oleh karena itu, peneliti menjadikan empat indikator tersebut sebagai dimensi utama dalam
penelitian implementasi kebijakan indonesia pintar pada SDN Damarsi di Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini merupakan
penjabaran terkait pembahasan dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti selama turun lapangan yang
dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Komunikasi

Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan komunikasi yang mencakup penyampaian informasi, kejelasan,
dan konsistensi. Sejalan dengan prinsip tersebut, sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi telah
berlangsung pada tahun 2020. Kementerian Pendidikan terus menyebarkan informasi secara konsisten di lingkungan
pendidikan. Komunikasi juga berarti penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh para pelaku kebijakan agar
mereka memahami tindakan yang perlu diambil. Penyampaian informasi yang tepat dan jelas sangat penting untuk
memastikan kebijakan tercapai dengan baik dan pencapaian yang sudah diharapkan [15].

Sosialisasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, telah dimulai dengan
baik pada tahap awal. Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi Sidoarjo berjalan baik pada tahap
awal melalui rapat, namun tidak ada sosialisasi lanjutan setelah itu. Hal ini menyebabkan pemahaman terbatas di
kalangan penerima manfaat seperti siswa dan wali murid mengenai cara kerja dan mekanisme program tersebut.
Komunikasi yang kurang maksimal menghambat mereka dalam memahami prosedur yang benar. Diperlukan
sosialisasi berkelanjutan agar informasi tentang PIP dapat dipahami dengan lebih baik memastikan tujuan program
tercapai secara maksimal. Seperti yang disampaikan oleh informan Ibu Dwi selaku walimurid penerima bantuan PIP :

“Tidak ada rapat atau sosialisasi khusus terkait penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP). Informasi
mengenai penerimaan program ini disampaikan oleh walikelas bahwa anak saya termasuk dalam daftar
penerima bantuan PIP melalui via whatsapp. Setelah itu, saya dipanggil oleh pihak sekolah untuk
mendapatkan penjelasan lebih lanjut bahwa anak saya mendapatkan bantuan PIP”. (Wawancara 15 Januari
2025).
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Adapun dokumentasi sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo yang
disampaikan kepada orang tua murid dan siswa penerima dana PIP pada awal penerapan.

Sumber : Diolah dari SDN Damarsi, 202
Pada gambar diatas terlihat para wali murid SDN Damarsi, Sidoarjo, menghadiri sosialisasi pertama Program
Indonesia Pintar (PIP) di ruang kelas. Sosialisasi ini ditujukan untuk siswa dan wali murid penerima bantuan. Namun,
sejak tahun-tahun berikutnya, sosialisasi hanya dilakukan melalui WhatsApp yang menyebabkan kurangnya
pemahaman tentang PIP. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam pemenuhan syarat atau data penerima yang kurang
lengkap, sehingga sosialisasi di SDN Damarsi masih belum maksimal. Hal tersebut diperkuat oleh informan lbu Frida
selaku guru pendamping PIP:
“Menurut Ibu Frida, pengurus pendamping PIP di SDN Damarsi, sebenarnya dulu pernah mbak mengadakan
sosialisasi di 2020 mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) yakni bentuk rapat yang dihadiri oleh para wali
murid. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah bersama pengurus pendamping PIP menjelaskan berbagai
aspek penting terkait program ini, seperti syarat penerima, kriteria kelayakan, serta tujuan utama dari bantuan
yang diberikan. Namun, dalam seiringnya waktu metode komunikasi lebih banyak beralih ke WhatsApp
karena dianggap lebih praktis dan efisien. Meski begitu, banyak wali murid yang masih belum sepenuhnya
memahami informasi mengenai PIP. “Sebagian besar wali murid hanya tahu bahwa mereka menerima
bantuan, tetapi kurang memahami syarat, kriteria, serta tujuan utama program ini.” (Wawancara 15 Januari
2025).

Hal ini dinyatakan bahwa perlu ada rapat atau pertemuan rutin setiap tahun untuk memberikan pemahaman yang
lebih jelas kepada wali murid sehingga pelaksanaan program mampu beroperasi dengan lebih efisien serta memenuhi
tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan temuan Baihagi (2023), yang menemukan bahwa salah satu hambatan utama
dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) adalah sosialisasi yang masih kurang efektif, selain terlambatnya
pencairan dana dan ketidaktepatan dalam verifikasi data calon penerima,yang berdampak terhadap ketidakseimbangan
pemerataan pendidikan. Dengan demikian, kendala sosialisasi di SDN Damarsi bukan hanya situasional, tetapi juga
mencerminkan pola yang lebih luas dalam pelaksanaan PIP di Indonesia. Berdasarkan fenomena di lapangan mengenai
komunikasi dalam penyampaian informasi PIP di SDN Damarsi masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori
implementasi Edward 111 (1980). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor
penting seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, kesiapan pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung.
Namun, dalam pelaksanaan program bantuan, masih ditemukan hambatan yang signifikan. Meskipun informasi
mengenai penerima bantuan telah disampaikan melalui wali kelas, pemahaman yang tidak merata di kalangan wali
murid dan peserta didik tentang prosedur pencairan dana menjadi kendala utama. Kurangnya sosialisasi langsung
melalui pertemuan atau rapat juga menyebabkan informasi yang diterima oleh sebagian orang tua belum menyeluruh
dan komprehensif.

Sumber Daya
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Tanpa dukungan yang
memadai, kebijakan akan menghadapi kendala. Dalam konteks PIP di SD Negeri Damarsi, ketersediaan sumber daya
yang memadai menjadi faktor utama agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan. Setiap tahapan implementasi
memerlukan sumber daya yang berkualitas untuk mencapai hasil yang optimal [16]. Menurut Edward 11l dalam
Widodo (2017:98) mengatakan bagaimanapun ketentuan atau aturan yang ada sudah sangat jelas dan konsisten
sehingga keberhasilan penerapan kebijakan dapat dijalankan dengan optimal, ketersediaan sumber daya yang
mencakup tenaga kerja kompeten menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dukungan anggaran yang memadai,
fasilitas dan perlengkapan yang sesuai, serta wewenang yang jelas untuk menjalankan tugas secara optimal. Berikut
ini informasi hasil wawancara bersama Bapak Ali selaku Kepala Sekolah SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo :
“Menurut saya untuk sumber daya mengenai bantuan pip ini sudah cukup memadai dan berjalan sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan adanya kesiapan ini, sekolah dapat memastikan bahwa program
PIP dapat tersalurkan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa yang membutuhkan
bantuan pendidikan”. (Wawancara 15 Januari 2025).
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Fakta ini ditegaskan oleh informan Bapak Aris selaku operator PIP :

“Untuk sumber daya sudah mumpuni dan tidak ada masalah, Mbak. Untuk program bantuan seperti Program
Indonesia Pintar (PIP), biasanya saya memproses pengusulan dengan melakukan entry data ke dalam sistem
Dapodik. Proses ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan data yang dimasukkan sudah sesuai dengan
kriteria penerima bantuan. saya juga memverifikasi data siswa yang memenuhi syarat agar tidak ada
kesalahan dalam pengusulan bantuan tersebut, lalu dari situ siswa diberikan info oleh wali kelas bahwa
mereka berhak memiliki KIP, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau peserta Program Keluarga Harapan
(PKH) sehingga harus segera melapor. Setelah laporan diterima, wali kelas membantu memeriksa dan
mendata siswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan”. (Wawancara 16 Januari 2025).

Hal ini menyatakan bahwa sumber daya yang diakses untuk mendukung pengelolaan program bantuan seperti
Program Indonesia Pintar (PIP) sudah cukup memadai dan berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah. Agar
Program Indonesia Pintar (PIP) dapat terlaksana secara efisien dan tepat sasaran di SDN Damarsi, dibutuhkan
pembagian peran yang jelas di antara para pelaksananya. Setiap individu terlibat sesuai dengan tanggung jawab yang
telah ditentukan, sehingga koordinasi dan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Untuk memperjelas
rincian peran tersebut, disusunlah tabel yang memuat uraian tugas masing-masing pelaksana PIP di lingkungan SDN
Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksana Program Indonesia Pintar SDN Damarsi

No Nama Jabatan Tugas
1 Ali Sadikin, S.Pd Kepala Sekolah Penanggungjawab PIP
Membantu mengidentifikasi siswa yang
memenuhi kriteria penerima
Fridah Indah Sari, bantuan,mensosialisasikan program kepada

s Pd Guru Pendamping PIP

siswa dan orang tua, serta memastikan proses
administrasi ke bank dan melengkapi data
siswa berjalan dengan lancar
N Mendaftarkan siswa yang sesuai dengan
3 M.ArslsPI;alzm, Operator PIP kriteria PIP serta memverifikasi kelayakan
' siswa sebagai penerima bantuan.
Wali Kelas Mengumpulkan  data  siswa  dengan
keterbatasan ekonomi di kelasnya
Sumber : Diolah dari SDN Damarsi, 2025

4 Samiati, S.Pd

Dari tabel di atas, setiap pihak di SDN Damarsi memiliki peran penting dalam menjalankan Program Indonesia Pintar
(PIP). Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab utama dan memastikan program berjalan sesuai aturan.
Guru pendamping memiliki tugas mengidentifikasi siswa yang berhak menerima bantuan, mensosialisasikan program
kepada siswa dan orang tua serta memastikan kelancaran proses administrasi. Operator PIP berperan dalam
pendaftaran dan verifikasi kelayakan siswa sebagai penerima bantuan. Sementara itu, wali kelas bertugas mendata
siswa dari latar belakang ekonomi kurang beruntung di kelasnya. Dalam implementasi kebijakan disamping
membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan praarana ini digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu
kebijakan yang akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan program indonesia
pintar tersebut. Berikut tabel daftar sarana dan prasarana dalam implementasi program indonesia pintar di SDN
Damarsi :
Tabel 2. Daftar Sarana dan Prasarana

NO URAIAN KETERANGAN KONDISI
Koordinasi dan pengawasan

1 Ruang Kepala Sekolah Pelaksanaan PIP Baik
2 Meja dan kursi Guru  Untuk pelayanan administrasi PIP Baik
3 Papan Tulis Pengumuman penerima dan info Cukup
jadwal pencairan
4 Komputer Input data penerima PIP melalui Baik
dapodik
5 Printer Mencetak SK PIP, formulir dan Baik

surat keterangan
Sumber : Hasil olah data peneliti, 2025
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Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan sudah
mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) dengan baik. Ketersediaan perangkat
dan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam kelancaran layanan administrasi di sekolah tersebut.
Selain itu, berbagai perlengkapan pendukung yang ada telah memenuhi standar kebutuhan dan difungsikan dengan
baik dalam operasional harian. Selanjutnya, pengelolaan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil wawancara dari Ibu Frida selaku guru pendamping
PIP sebagai berikut :

"Kami memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima digunakan dengan tepat sasaran. Kami bekerja sama

dengan operator PIP untuk memverifikasi kelayakan siswa dan memastikan dana tersebut disalurkan kepada

mereka yang berhak. Selain itu, kami selalu mengutamakan transparansi dalam setiap penggunaan anggaran

agar bisa memberikan manfaat maksimal kepada siswa yang membutuhkan." (Wawancara 16 Januari 2025)

Hal ini diartikan bahwa pengelolaan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi dilakukan dengan

prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap dana yang diterima diatur dan digunakan secara tepat sasaran untuk

memastikan bantuan disalurkan kepada siswa yang memenuhi kriteria. Rekapitulasi dana bantuan pip diterima dan
disalurkan SDN Damarsi dapat dibuktikan dengan data dibawah ini :

Tabel 3. Rekapitulasi dana bantuan pip diterima dan disalurkan SDN Damarsi

Dana Dana
Diterima Disalurkan
1 2021 22.500.000,00  22.500.000,00
2 2022 9.900.000,00 9.900.000,00
3 2023 8.100.000,00 8.100.000,00

Sumber : Diolah dari SDN Damarsi, 2025

NO Tahun

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program
Indonesia Pintar di sekolah telah memadai, meskipun masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi pada aspek
administrasi dan pendataan. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggleni (2018) mengenai Implementasi Kebijakan
Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan
Sekip Jaya Kcamatan Kemuning Kota Palembang”. Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di
Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, yang menemukan bahwa sumber daya manusia
berperan penting dalam memastikan kelancaran program, terutama dalam hal verifikasi data penerima dan koordinasi
antar pihak terkait. Perbedaannya, pada penelitian ini keterbatasan sumber daya manusia lebih disebabkan oleh beban
kerja ganda guru dan staf sekolah, sedangkan pada penelitian terdahulu hambatan yang muncul lebih pada kurangnya
pelatihan teknis terkait prosedur program. Berdasarkan fenomena di lapangan mengenai sumber daya dalam Program
Indonesia Pintar (PIP) sudah sesuai dengan indikator keberhasilan menurut teori Edward 111 (1980) yang menekankan
pentingnya ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya secara efektif dalam keberhasilan suatu kebijakan. Dalam hal
ini, SDN Damarsi telah menunjukkan pengelolaan yang baik dengan memastikan bahwa dana yang diterima dan
disalurkan selalu sama mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Sumber daya
manusia seperti kepala sekolah, operator PIP, wali kelas, dan guru pendamping telah menjalankan tugasnya dengan
baik dalam memastikan data penerima akurat serta administrasi berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan [17]. Selain
itu, penggunaan sumber daya fisik dan teknologi seperti komunikasi melalui WhatsApp telah membantu mempercepat
penyampaian informasi kepada wali murid mengenai pencairan bantuan. Dengan adanya dukungan anggaran yang
memadai serta optimalisasi sumber daya yang ada pelaksanaan PIP di SDN Damarsi dapat berjalan dengan efektif
sehingga tujuan utama program yaitu membantu keberlanjutan pendidikan bagi siswa kurang mampu dapat tercapai
secara maksimal.

Disposisi

Disposisi para pelaksana kebijakan, yang mencakup sikap, nilai, serta kecenderungan dalam menjalankan tugas,
berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks ini, disposisi mengacu pada sikap dan kemauan
pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan tekad dan keseriusan. Menurut Edward I11, selain pengetahuan dan
kemampuan teknis, disposisi yang baik dari pelaksana juga sangat penting. Pelaksana kebijakan harus memiliki
kemauan dan kesadaran untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab karena tanpa disposisi
yang tepat, implementasi kebijakan bisa gagal meskipun secara teori kebijakan telah dirancang dengan baik. Ketika
pelaksana memiliki disposisi yang kuat, kecenderungan untuk mengatasi hambatan atau tantangan selama proses
pelaksanaan kebijakan akan meningkat. Upaya yang dilakukan akan lebih maksimal untuk memastikan bahwa tujuan
kebijakan dapat tercapai [18].
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Dalam pelaksanaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi, beberapa masalah berkaitan dengan
distribusi dan pengawasan masih menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan program. Pendistribusian bantuan belum
merata; terdapat siswa yang memenuhi kriteria tetapi tidak menerima bantuan, sedangkan terdapat pula siswa yang
tidak sesuai kriteria namun justru terdata sebagai penerima [19]. Ketidaktepatan dalam proses seleksi penerima
bantuan menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian antara sumber daya pelaksana dengan tugas yang harus dijalankan.
Kepala sekolah menyampaikan bahwa pengajuan siswa telah dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi, namun
keputusan akhir berada di tangan Dinas Pendidikan berdasarkan penilaian terhadap kriteria tertentu. Hal ini
menunjukkan adanya keterbatasan kewenangan dan koordinasi dari pihak sekolah dalam proses pengambilan
keputusan. Kemampuan teknis untuk mengidentifikasi siswa yang layak sebenarnya telah dimiliki oleh sekolah,
namun minimnya pelibatan dalam proses akhir menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan tidak sebanding
dengan tanggung jawab yang dibebankan. Kepala sekolah telah melaksanakan tugas sesuai perannya sebagai pengusul
penerima bantuan berdasarkan data riil di lapangan, namun keterbatasan wewenang dalam tahap akhir seleksi menjadi
hambatan. Guru yang membantu proses administrasi pendataan penerima bantuan belum sepenuhnya sesuai dengan
tugas utama, karena harus membagi waktu dan perhatian antara tanggung jawab mengajar dan pekerjaan administratif
terkait program. Seperti yang disampaikan oleh informan Ibu Frida selaku guru pendamping PIP :

” Kalau mengenai sumber daya manusia. yang terlibat dalam pelaksanaan program sudah menjalankan tugas
sesuai peran masing-masing. Guru, staf administrasi, dan pihak sekolah telah bekerja berdasarkan pembagian
tanggung jawab yang jelas, sehingga koordinasi berjalan cukup baik. Namun, pada saat memasukkan data ke
dalam sistem Dapodik, sering kali terjadi kendala seperti sistem yang lemot, terutama ketika banyak sekolah
yang melakukan input data secara bersamaan di Dapodik . ( Wawancara 16 Januari 2025)

Hal ini menyatakan bahwa pembagian peran dan koordinasi sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik,
keberhasilan pelaksanaan program tetap dipengaruhi oleh faktor teknis. Kendala pada sistem Dapodik, seperti
kecepatan akses yang menurun saat digunakan secara bersamaan oleh banyak sekolah, dapat menghambat kelancaran
proses administrasi. Situasi ini menunjukkan bahwa dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai sangat
diperlukan agar tugas-tugas administratif dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengganggu fokus utama guru maupun
staf sekolah.

Sejalan dengan analisis pada indikator disposisi, temuan di SDN Damarsi ini memiliki kemiripan dengan hasil
penelitian Anggleni (2018) mengenai mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kcamatan Kemuning Kota
Palembang”. Penelitian tersebut mengungkap bahwa meskipun terbatasnya kuota menjadi tantangan utama, disposisi
pelaksana tetap terjaga melalui koordinasi antar instansi yang aktif, disiplin pelaksanaan yang tinggi, serta kemauan
beradaptasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Perbedaan mendasar terletak pada bentuk hambatan yang
dihadapi di SDN Damarsi hambatan bersifat struktural dan administratif seperti keterbatasan kewenangan
pengambilan keputusan dan arus informasi yang tidak optimal, sedangkan di Kelurajan Sekip Jaya hambatan lebih
bersifat ketidaksesuaian data penerima program KKS ini sehingga belum tepat sasaran namun tidak sampai
melemahkan komitmen dan sikap positif pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Perbandingan ini menunjukkan
bahwa disposisi yang kuat dapat bertahan meskipun menghadapi keterbatasan, asalkan ada koordinasi dan komunikasi
yang solid antar pemangku kepentingan.

Jika merujuk pada teori implementasi kebijakan Edward Il (1980), pelaksanaan disposisi dalam Program
Indonesia Pintar (PIP) masih memerlukan penguatan. Pelaksana kebijakan seperti pihak sekolah dan Dinas Pendidikan
seharusnya memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan program serta menjalin kerja sama yang lebih erat untuk
memastikan keberpihakan terhadap siswa yang benar-benar membutuhkan. Namun, implementasi di lapangan
memperlihatkan bahwa pelaksana menghadapi kendala tidak hanya dari disposisi individu, melainkan juga dari
keterbatasan dalam otoritas pengambilan keputusan, koordinasi lintas lembaga, dan kurangnya fleksibilitas dalam
menyesuaikan kebijakan dengan kondisi faktual di lingkungan sekolah. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan,
mencakup asesmen terhadap kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi pendukung, serta mekanisme
koordinasi, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan adil, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan
pendidikan secara merata [20].

Struktur Birokrasi

Keberhasilan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo juga bergantung
pada struktur birokrasi yang melibatkan koordinasi antara berbagai instansi, dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di tingkat pusat hingga pelaksana di tingkat sekolah. Menurut Edward IIl, birokrasi mencakup
fragmentasi dan prosedur operasional yang memudahkan pelaksanaan tugas. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan sekolah. Koordinasi efektif antar instansi, seperti verifikasi
data penerima bantuan dan pengawasan distribusi sangat penting agar kebijakan berjalan dengan baik. Tanpa struktur
birokrasi yang jelas implementasi PIP tidak akan optimal, dan tujuan pemberian bantuan pendidikan tidak tercapai
[21]. Struktur yang baik mendukung keberhasilan implementasi PIP dengan memastikan prosedur dilaksanakan
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dengan benar. Berikut ini informasi hasil wawancara bersama Bapak Ali selaku Kepala Sekolah SDN Damarsi
Kabupaten Sidoarjo :
"Struktur birokrasi dalam implementasi PIP sangat penting karena menentukan bagaimana mekanisme dari
pendataan hingga pencairan bantuan itu berjalan. Kami di sekolah mengikuti instruksi yang telah diberikan,
mulai dari mendata siswa yang berhak menerima bantuan, mengusulkannya melalui Dapodik, hingga
membantu wali murid dalam proses pencairan di bank penyalur." (Wawancara 26 Febuari 2025).
Hal ini bisa dilihat dari proses pelaksanaan PIP di SDN Damarsi melibatkan tahapan yang jelas setiap pihak
memiliki peran spesifik. Berikut alur pencairan bantuan PIP hingga di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo:
Gambar 2. Alur pencairan dana bantuan PIP

Operator Dapodik : Menginput dan memverifikasi data penerima bantuan PIP sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan

V4

Guru Pendamping PIP : Menerima data dari operator dapodik dan melakukan pengecekan ulang sebelum
meneruskan di wali kelas

7

Wali Kelas : Menginformasikan kepada siswa dan wali murid yang menjadi penerima bantuan PIP.

\/ -

Guru Pendamping PIP : Memberikan pengarahan kepada wali murid dan siswa terkait prosedur pencairan serta
penggunaan dana bantuan tersebut.

N/

Bank Penyalur : Siswa atau wali murid membawa dokumen persyaratan untuk mencairkan dana bantuan PIP.

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2025

Temuan di SDN Damarsi menunjukkan alur pencairan PIP yang terstruktur dengan peran jelas di tiap tingkat,
sejalan dengan Harun (2021) mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Smpn 3 Banjarbaru Kecamatan
Cempaka Kota Banjarbaru”. yang menegaskan pentingnya koordinasi berjenjang antar instansi untuk distribusi
bantuan tepat sasaran. Bedanya, di SDN Damarsi birokrasi berjalan baik namun terkendala kewenangan dan arus
informasi. Perbandingan ini menegaskan bahwa struktur birokrasi saja tidak cukup komunikasi dan kelancaran teknis
juga menentukan keberhasilan implementasi. Berdasarkan fenomena di lapangan mengenai struktur birokrasi dalam
Program Indonesia Pintar (PIP) sudah sesuai dengan indikator keberhasilan menurut teori Edward 111 (1980) . Hal ini
terlihat dari alur pencairan yang terstruktur di mana setiap tahapan dalam proses pelaksanaan program memiliki peran
dan tanggung jawab yang jelas. Koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari operator Dapodik, guru pendamping,
wali kelas, hingga bank penyalur yang berjalan secara sistematis untuk memastikan bahwa bantuan dapat diterima
oleh siswa yang berhak. Dengan adanya alur yang tertata dengan baik proses implementasi kebijakan dalam PIP
menjadi lebih efektif, efisien, serta mendukung pencapaian tujuan program sesuai dengan prinsip birokrasi yang
ditetapkan.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan
bahwa sebagai berikut : Pertama, komunikasi dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah dilakukan melalui
berbagai cara, meliputi sosialisasi awal yang diberikan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa dan peserta didik
yang menerima manfaat. Namun, dalam praktiknya, beberapa wali murid masih belum memahami prosedur pencairan
bantuan PIP. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih dapat ditingkatkan agar seluruh penerima
manfaat memahami prosedur dengan lebih baik. Kedua, Sumber daya dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah
mencukupi dari segi tenaga pelaksana dan fasilitas administrasi yakni Kepala sekolah, guru pendamping PIP, operator
PIP, serta wali kelas. Proses verifikasi dan pendataan siswa penerima manfaat juga telah dilakukan melalui sistem
Dapodik, dengan memastikan bahwa hanya siswa yang memenuhi syarat yang diusulkan. Selain itu, sumber daya
finansial juga telah digunakan dengan baik, di mana dana yang diterima selalu tersalurkan kepada penerima bantuan
tanpa ada penyalahgunaan. Meskipun secara umum sumber daya telah mencukupi masih diperlukan penguatan dalam
pengelolaan informasi dan administrasi agar proses seleksi dan pencairan bantuan dapat lebih transparan dan efisien.
Ketiga, Disposisi Dalam pelaksanaan PIP, pihak sekolah berperan dalam mengusulkan siswa yang memenuhi kriteria
penerima bantuan, sedangkan keputusan akhir ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Namun, beberapa siswa yang
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memenuhi syarat tidak selalu terakomodasi sebagai penerima bantuan, sementara ada yang tidak memenuhi kriteria
tetapi tetap mendapat bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam proses seleksi penerima sehingga
diperlukan evaluasi dan koordinasi yang lebih optimal antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan agar program yang
dijalankan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Keempat, Struktur birokrasi dalam implementasi
PIP di SDN Damarsi dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah menjalankan prosedur yang ditetapkan oleh
Dinas Pendidikan. Struktur birokrasi yang diterapkan telah menunjukkan adanya sistem yang jelas dalam pelaksanaan
program, mulai dari tahap penginputan data hingga pencairan dana. Setiap pihak memiliki tugas yang jelas, mulai dari
penginputan data oleh operator PIP, pengecekan ulang oleh guru pendamping hingga pencairan dana di bank penyalur
oleh siswa atau wali murid. Hanya saja, perlu adanya penguatan koordinasi dan komunikasi antara sekolah, Dinas
Pendidikan, dan orang tua, guna memastikan proses berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan.
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